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Urgensi RUU, Jaga Perempuan

Sejak divsulkan pada 2009, RUU Masyarakat Hukum Adat tak kunjung dibahas.

JAKARTA, KOMPAS — D) akar
numput, perempuan di masy
rakal .|d.1t memiliki e
salunya menjs
Iar]:m;.au\lp,m hidup. Namun,
tak dimungkiri, peran perem-
puan adat kerap dipinggirkan
aleh budaya patriarki vang hi-
dup di kelompok mas
nvi. Perempuan di sejumls
kelompok mas
mengalami - peming
negara, seperti
mereka derita saat memperta-
hankan lahan pertanian vang
merupakan sumber dayn eho
nomi bagl ketahanan keluar
ganya,

Rancangan Undang-Undang
Masyarakat Hukum Adat kian
mendesak dibahas untuk men
Jaea perempuan adat dari ma
Jinalisasi. Apalagi, Konstitusi,
seperti diatur dalam Pasal 281,
Juga mengamanatkan  babwa
setiap orang herhak hebas dari
perlakuan yang bersifat diskei
minatif atas dasar apa pun dan
berhak  mendapatkan  perin
dungan dari tindakan diskrimi-
natf. Sclain it titas bu
dava dan hak mz kat tradi-

sional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan per-
adaban.

Aliansi Masyarakat Adat Nu-
santara (AMAN). hingga 2022,
pun mencatat tendapat 2449
komunitas masyarakat adat di
Indonesia. Total p.spulamm
diperkirakan 40 ju 1
wi atau sepertign dari [mpulm
Indonesia. Mel merupakan
pihak vang me k
budaya dan penge il
masyarakat  Indonesia  yang
nultikultur,

Peran sentral perempuzn di
masvarakat adat vang tak dapat
dipinggirkan itu salah satunya
ditemukan di kalangan perem
puan adat di Desa Kaluppini,
Enrckang Sulaw b, Su
tirah (51), salah satu perempuan
adat di desa itu, mengungkap
kan, setidaknya hingga Desem-
ber 2024, perempuan di d
nya ikut terlibat aktif dakam

Padahal, keberadaan UU tersebut dibutuhkan untuk melindungi perempuan adat dari marjinalisasi.

Sejumlah perempuan adat K

satu warga pada akhir Mel 20

Kemitraan bersama Sulawesi
Cipta Forum (SCF) bagian dari
program Estungkara vang didu-
kung Inklus da akhir Mei
2025,

Sebagai seorang guru pendi-
dikan anak usia dini (PAUD),
Sutirah juga mendorong agar
pemerintah dess memperbaiki

belajar serta
memberikan  tambahan  alat
permainan edukasi di PAUL,
Dukungan pemerintah  dibu-
tultkan mengingat di desa ity
hanya ada dua PAUTD yang nre-
naungi para siswa vang sclu
ruhnya merupakan bagian dari
kat adat.

Di luar hal itu, kata Mub
Lo (21), Kepala Desa Kalup

rini, masih ada usulan in dari

Perencanaan
l'unh.ummm Dhesa Kaluppini,
alih-alih lar menyiapkan
i peserta musya-

ctu it mengusulka
soal perlindungan anak
bisa clydmu

kaum ehaggian
menyuarakan perbaikan nuang
berma ik, pengadaan alat
pendeteksi gula darah untuk
kelompok lanjut usia, sedang-

nl(';n'\! antuan ﬂ-lt\. 1@ diguna-
km untuk k

i

luu-,:uu.m L‘e a )\Jluppun 2024‘
saat ditemui di 1 ini,

adat

ata mengakul belum se
mua usulon perempuan adat
ikan. Deberapa
akan, misal-
nya. pengadaan alat pendeteksi

\>| hmlap perempuan : :du[ ma-

§ 1
pasi perempuan dalim peren-
(Komnas Perempuan) hingg:t
2024, kekerssan dan pelang-
aran hak asasi mantisia (1LAM)
terhadap perempuan terjadi da-
lam berbagai bentuk yang dila

"Belama ini diskusi terkait
pcmhangumndxmnumla Fata

puan hi:muum mm tersampai- r
kan karena memang tidak ada  aktor nonnegara. Contohnya,

" uj stigmatisasi pengabaian iden-
titas perempuan adat. jaminan
Tk untuk berekspresi dean spi-
ritualitas, serta pencerabutan

(SH:\) vang terjadi di wilavah

Kanmk‘Y hwmm.h I‘ erem-

an juga dinilai krusial. Sebalb,

jumlah penduduk perempuan

di Kaluppini mencapai 518 dari
8

huhum. Senin (9/6,2025), me-

terakhir tercatat ada 50 I\:mn

momp:akwn Lolnmpnk vang her-

1
InLns.m L.almn puh ml.| puu,

knmm.ﬂla 151, dm punnkmau

angsenjadi wadh nvakanan di temgah ritual adat jels

viang lerus-menerus berlang-
sung,” wjarnya
saat alih fungsi
jadi, perempuan adat
mengalami beban ganda, tidak
hanya terusir dari wilayah ke
Tolanya, meneka juga harus ber-
peran n lobih untuk memesuhi
kebutuhan ekonami dan pa-
ngan keluanga, Untuk bertahan
hidup, tidak jarang perempuan
adat heralib profesi dari petani
vang  memiliki  kedaulatan
atas tanah adatnya menjadi bu
nih, pekerja migran, pekerjs
scks, atau profesi lain yang
membuat mereka rentan meng-
alami kekerasan berlapis dan
berlanjut,
Manajer Program Kemitraan
Moch Yasiv Sani mengatakan,
ng

jarakat adat i Sumatera
, Jambi, Banten, Kaliman-

tan

Tenggara Timw
terhadap perempuan adat jugs
terjadi ketika ada benturan an
haru dari luar
a yang berlaku di
masy: amakat odat, Umumnya,
prempuin adat berada dalam
posisi yang rentan dan tidak
siap untuk mengantisipasi situ

Kebutuhan payung hukum
Berangkat dari peran knm.u

kata n\.mu .hhut\\l'l\w had

Jeum Pidl: ma(h!. HI) vang bikal
berlaku pada 2026 dan mene
rapkan konsep hukum yang

ancam perempuan adat karena
belum sepemihnya mengguna-
kan perspektif keadilan untuk

Scjak divsulkan pertama kali

dan |mm-mmh hingga 15 ta-

= m adat mm e Lp]lkm

i‘.

i
ran-peran yang diakui dalim
Konstitusi di Pasal 281 Avat ()

Adat

Dalarm rumusan RUU MILA,
masparakat. sipil mengnsulkan
agar ada pengaturan soal hak
kolektif perenpuan adat, Hak
kolektif yang dimaksud adalah
seperangkat hak yang berasal
dari pengetahuan perempuan
tentang wilayah kelola yang
berada dalam kawasan adat e

a masing-masing, Hak ko-
uga bisa diterjemahkan
4 tses dalam pemanfat-
an, pengelolaan, perawatan, pe
ngembangan, pertukaran, dan
kebedanjutan  antargencrasi
ah dan SDA yang berada

Badan Legishsi

ileg) DFR Ahmad Doli Kur

nia Tandjung saat. dihubungi
La

tal pnlwuk di DPR p'uL.: dasarnya
sepakat akan urgensi pemba.
hasan AU MHA, Karena itu,
RUU MILA dimasukkan dalam
Frogram  Legislasi - Nasional
(Prolegnas) Prioritas 2025, Me
nurut rencana, RUU itn pun
akan mulai dibahas di Daleg
pada masa sidang terdekat yang
dinsulai akhir Juni 2025
“Intinya UL MHA ini, kan,

bukan  sckadar  melindungi
srang, atau suku-suku
rtentie Lebih jauh dar
nn darongan kuat untuk mem-
buat UL MILA ink. kan, supaya
mereka (ma adat) ter-
lindung dari ancaman kelom:
pok bisnis yang melakukan ek-
spansi schingga itu bisa meng
gang ckosistem masyarakat
hukum adat dan lingkungan.
apar Doli.
kil Ketua Umum Partai
Golkar itu tidak memungkiri,
Fraksi Partal Golkar merupa
kan pihak yang gencar menolak
pembahasan RUU MILA pada
periode sebelumnya. Namun,
kall ini, lanjutnya, Golkar men
dukung asalkan pemb
substansi  dilakukan
sk bt i ol s b
melindungi keberadaan masya
adat dan kelestarian
lingkungan. Kehati-hatian itu
terkait pembahasan heberapa
usulan, misalhya, mengenai de-
aan jen-
der di masyarakat adat.
“Jangan sampai keaslian me-
reka ml.uw karena sentuban
rrvisasi, Untuk apa UL ini
diadakan kalan menghilangkan
mereka  dari ah - entitas
vang disebut sebagal masyara.
kat hukum adat, Nah, kalsu
kekhasannya  mels
kmh aan jender
m itu kita bagaimana si
nwa, itu harus hati-hati,” tu-
tur Dali (N14)
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